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TAII{ffi ?,ol25

BUPATI HALMAHERA BARAT,
a. bahwa untuk rnelaksanakan ketentuan Pasal340 Ayat (7) Perat.uran Menteri

Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Pedoman Pengelolaan llarang Miiik
Daerah, maka peminrlahtanganan/penjualan Lrararrg milik tlaerah perlu
menetapkan nilai limit Penjualan barang milik daerah dengan Keputusan
13upati;

b. bahwa berdasarkan pertimtrangan sebagairnana dimaksud dalam hunrf a,

perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Persetujuan Penetapan Nilai
Limit Atas Hasil Penilaian EIar:ang Milik Daerah Kbaupaten Haknahera Rarat
Tahun 2425;

1. pasai 18 ay'at (6) Undang-undang Dasar Negara Republik indonesia'l'aluir
1945;

2. Un{ang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang
Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Sw-ata.ntra Tingkat Ii Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maiuku
menjadiUndang undang;

3. Uldang-unclang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten
I-Ialmahera Utara, Kabupaten Halmahera Seiatan, Kabupaten Kepulauan
Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan cli Provinsi
Maluku Utara;

4. tlndang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Lindang-undang i\,lomor 1 Tahun '2OO4 tentang Perbendaharaal Negara;
6. Un6ang-undang Nornor 15 Tahun '2AA4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan

dan Pertanggungjarn'aban Keuangan Negara;
T. Undang-unclang Nomor 23 Tahun '2OI4 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2A22 tentang }{utrungan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pernerintah Daerah;
g.Undang-unclang Nomor 13 Tahun 2A22 tentang Pembahan Kedua atas

Unclang-undang Nomnr 12 Tahun 2011 tentangpembentukan Peraturan
Perundang-Undangan;

10. Undang-undang Nomor 20 Tahun zA'X tentang Aparatur Sipil Negara;
ll.Peraturan Pemerintah Nomnr 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan;
l2.Peraturan Pemerintah Nr:mor 27 Tahun 2014 tentang Pengeloiaan Barang

Milik Negara/Daerah;
13.Perat-uran Menteri Ilalam Negeri Nomor 19 Talrrin 2A16 tentang Pedornan

Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14.Peraturan Menteri flalam Negeri Nomor 120 'lahun 2018 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15.Peraturan Menteri fialam Negert Nomor 77 Tahun 2AZA tentang Pedoman

Teknis Pengelolaan Keuangan Da.erah;
l6.Petaturam Menteri l)alam l{egeri Nomor 7 'l'ahun 2A24 tentang Perubahan

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengeloiaan Rarang Milik Daerah;

l7.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2L3|"MK.A6|2A20 Tahun 20'20

tentang Petunjuk Pelaksanaan klang;
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Peraturan Daerah Kabupaten l{almnl:era Rarat Nomor 2 Tahun '24'23

tentang Perubahan Kerlua atas Peraturan I)aerah Nomor 6 Tahun 2016

tentan[ pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
peratuian l)ae1ah Katrupaten llalmahera Rarat Nomor' 1 Tahgn 2025

tentang Anggaran pendapatan dan Beianja Daerah Tahun Anggaran

2025;
Peraturan Eupati Haimahera Barat Nomor 17 Tahun 2A'23 tentang
Pembahan Keempat atas Peraturan Bupati Not:ror 10 Tahun 201fi

tentang $truktur organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera
Barat-;
Peraturan Bupati Flalmahera l3arat Nontor 1 Tahun 2025 tentang
Peqjabaran Ariggaran pendapatan dan Beianja Daerah Tahun Anggaran

2025;

Surat Usuian Kepala BKAD Kabupaten l{almahera Barat Nomor :

000.2.4/222lBKAtl 12a25 perihal : Permohonan Penerbitan sK Bupati
Halmahera Barat.
Surat Kepala Kantor Pelayanan Keka.v*aan |{egara dan Lelang Ternate

Nornol b-tO1IKNL. 1604 l'2$'25 Perihai: Penvampaian Hasil Penjiaian

I3arang Milik lJaerah {BMD) pada Pemerintah Kabupaten Flalmatrera

Barat.

penjualan barang Milik Daerah dengan cara pelelangan Ltmum
niiai limit pedualan sebagai harga dasar/harga minimal

Merxperhatikan

2CI.

: 1.

2.

X{enetapkan

K}ISATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Tembusan disampaikarl Kepada Yth :

1" Gubernur Maiuklt Utara di Solili;
2. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jaiioio;
3. lnspektur Inspektorat Kab. Haimahera Barat di Jailoio;
4. illrektur RSUD Jailolo di Jaitrolo;
5. Arsip.

MEMUTUSI{AIII :

Menetapkan Nilai Limi.t Penjuaian Barang Milik l)aerah Lrerupa material
bongkaian pacla batrgunan yang akan dibongkar dengan cara pelelangan

,r*.,* paaa Pemerjntah Kabupaten Halmahera Barat sebagairnana
terca,ntuu dalam Lampiran Keputusan ini.
penjualan barang Milik Daerah sebagaimana dirnaksurl pada Diktum Kesatu

dilakgkan dengan cara le1ang oieh Kantor Pelayanar: Kekayaan Negara r1a:r

I-elang.
Pelaksanaan
mengunakan
barang.
Segala biaya -vang
ciibebankan pada
Halmahera Barat.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggai ditetapkan dengan ketent"uan

*p*t it* d,i kemud,ian hai:i terrryata terdapat kekeliman dalam keputusall ini,
maka akan diiakukan perbaikan sebagaimana mestin-Ya'

timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini
Anggaran Pendapatan dan Relanja Daerah Kabupaten

Ditetapkan di : Jailolo
Pariatanggal : fo tu.aret, 2025

RUPATI BARAT,
Ass. Bid. Adm. Umum

Kabag. l{ukum & Orgs UAIIG
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LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : ti A IKPTS/ iy 12A25
TANGGAL :ic tr,i41r_61 2A25

TENTANG : PERSETUJUAN PENETAPAN NILAI LIMIT ATAS HASIL PENILAIAN
BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN
2425

BUPATi

lYo. Jenis Barang/Nama Barang Lokasi Berat
(Kgl

Nilai Limit
{Rp}

1 Materiai Bongkar pada Bangunan
RSUD Jailolo (Bangunan Gedung
Instalasi Labo::atoriurn) yang akan
dibongkar

RSUD
Jailolo
Acango

1.982.000,00

TOTAL 1.982.OOO,OO

Ass. Bid. Adm. Umum

Iiabag. Hukum & Orgs

YAMES IIAI{G
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